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MOTTO

“Barang siapa berjalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan |
baginya jalan ke sorga” (Muslim, H.R., 1980, 101 Hadist Tentang Budi
Luhur, Bandung: Al Ma’arif).
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RINGKASAN

Pengaruh gejclak moneter yang terjadi di beberapa negara Asia dan
Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang
sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia
usaha dalam mengembangkan usahanya dan bahkan untuk
mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya lebih jauh lagi, gejolak
tersebut juga telah memberi pengaruh yang ternyata berpengaruh besar
besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajiban
pembayaran mereka kepada para kreditur.

Dalam rangka pengembangan, suatu perusahaan mungkin atau pasti
mempunyai hutang. Bagi suatu perusahaan, hutang bukanlah merupakan
suatu hal yang buruk, asal perusahaan ini masih dapat membayar kembali.
Perusahaan yang begini biasanya disebut perusahaan yang solvabef, artinya
perusahaan yang mampu membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya jika
suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar hutangnya lagi
disebut insolvabel, artinya tidak mampu membayar. Keadaan tidak mampu
membayar ini dapat menyebabkan perusahaan tersebut jatuh pailit akibat
tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi.

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana prosedur permohonan
kepailitan terhadap debitur yang tidak mampu lagi membayar hutang-
hutangnya, bagaimana akibat hukum putusan kepailtan terhadap
pemberesan harta kekayaan debitur, dan bagaimana tanggung jawab
perseroan terbatas selaku badan hukum yang jatuh pailit dalam hal
pembayaran kredit. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui
prosedur permohonan kepailitan terhadap debitur yang tidak mampu lagi

membayar hutang-hutangnya, akibat hukum putusan kepailitan terhadap
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pemberesan harta kekayaan debitur, dan tanggung jawab perseroan terbatas
selaku badan hukum yang jatuh pailit dalam hal pembayaran kredit.

Dalam pembahasan ini dipergunakan metode pendekatan masalah
secara yuridis normatif yang berarti didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang
dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisa
menggunakan metode deskriptif-kualitatif serta disimpulkan dengan metode
deduktif,

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan adalah apabila suatu
perseroan mempunyai banyak utang dan sudah tidak mampu lagi membayar
utang-utangnya tersebut pada satuflebih kreditur, maka untuk dapat
mengajukan permohonan pailit, Direksi harus mendapat persetujuan dari
Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian, terhitung sejak tanggal putusan
pailit ditetapkan, maka debitur pailit tidak lagi diperkenankan untuk
melakukan pengurusan harta kekayaannya yang telah dinyatakan pailit,
Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit itu
diserahkan kepada Kurator yang diangkat oleh Pengadilan, dengan
melakukan pembagian harta pailit pada setiap kreditur. Tanggung jawab
Perseroan Terbatas selaku badan hukum yang jatuh pailit dalam hal
pembayaran kredit ditanggung oleh perseroan, kecuali apabila karena
kesalahan direksi dan atau komisaris yang menyebabkan perseroan pailit
dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat
kepailitan tersebut, maka masing-masing secara tanggung renteng
bertanggung jawab atas kerugian itu.

Adapun saran-saran yang dapat disumbangkan sehubungan dengan
penulisan skripsi ini adalah suatu perseroan yang mempunyai banyak utang
dan sudah tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya pada satu/lebih
kreditur dapat meminta pada kreditur untuk diberi kesempatan memperbaiki

keadaan keuangan perusahaan sampai perusahaan tersebut dapat kembali
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dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya sehingga kedua belah
pihak sama-sama tidak saling dirugikan, debitur yang pailit melalu
Kuratornya sebaiknya melakukan pemberesan harta kekayaannya (harta
pailit) dengan melakukan pelunasan/pembagian yang seimbang {prorata)
atas harta pailit kepada setaip kreditur, agar proses perkara dapat selesai
dan tidak berlanjut, sehingga tidak mengakibatkan timbulnya proses perkara
yang lain yang akhirnya memerlukan lebih banyak waktu dan biaya, dan
badan hukum atau perusahaan hendaknya membuat peraturan yang tegas
mengenai segala tindakan dan kewenangan Direksi atau Komisaris atau
Pemegang Saham, sehingga terhadap tindakannya yang tidak sesuai atau
bertentangan dengan anggaran dasar perseroan (itikad tidak baik) dan
menyebabkan pailitnya perseroan dapat ditindak dengan tegas, karena telah

merugikan perusahaan maupun pihak lain yang berhubungan dengan
perusahaan tersebut
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan
upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan
pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, Keselarasan,
dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan termasuk di bidang
ekonomi dan keuangan. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini
menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan
internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang
menguntungkan.

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara Asia
dan Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesuiitan
yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama
kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya dan bahkan
untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya lebih jauh lagi,
gejolak tersebut juga telah memberi pengaruh yang ternyata berpengaruh
besar besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenunhi
kewajiban pembayaran mereka kepada para kreditur. Keadaan ini pada
gilirannya telah melahirkan akibat yang berantai dan apabila tidak
diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas lagi. Tidak hanya
dalam kelangsungan usaha dan segl-segl ekonomi pada umumnya, tetapi
Juga kepada masalah ketenagakerjaan dan aspek-aspek sosial lainnya
yang lebih jauh perlu diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan
kepentingan perusahaan sebagai debitur dan kepentingan kreditur secara
seimbang. Penyelesaian masalah utang tersebut harus dilakukan secara
cepat dan efektif karena akan sangat membantu mengatasi situasi yang

tidak menentu di bidang perekonomian. Upaya penyelesaian masalah
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utang piutang dunia usaha perlu segera diberi kerangka hukumnya agar
perusahaan-perusahaan dapat segera beroperasi secara normal. Dengan
demikian selain aspek ekonomi berjalannya kembali kegiatan ekonomi
akan mengurangi tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak
lapangan dan kese'mpatan kerja.

Seiring dengan perkembangan sektor-sektor ekonomi, kegiatan
usaha perbankan juga berkembang dengan pesat. Kegiatan bank tidak
hanya menerima dan menyimpan dana masyarakat namun juga
melakukan usaha-usaha penyaluran dana pada masyarakat seperti dalam
bentuk penyaluran kredit perdagangan surat-surat berharga | penyertaan
meodal pada bank dan lain sebagainya. Kesemuanya itu tentu diiringi
dengan berbagai resiko atas pengembalian dana oleh dunia usaha
(debitur).

Kredit macet bagi bank merupakan persoalan yang serius. Ada dua
alasan yang dapat dikemukakarn yaitu, pertama, karena dana bank yng
disalurkan dalam bentuk kredit itu berasal dari masyarakat dan kedua,
kredt macet mengakibatkan bank kekurangan dan sehingga
mempengaruhi kegiatan usaha bank. Bank yang terganggu kesehatannya
akan sulit melayani permintaan nasabah, seperti permohonan kredit,
penarikan  tabungan dan deposito. Keadaan vyang demikian
mempengaruhi pula kepercayaan masyarakat terhadap bank yang
semakin berkurang. Bahkan dapat terjadi lebih dari itu, izin usaha bank
dicabut oleh pemerintah dan bank dilikuidasi {Supramono, 19961 33-138),

Salah satu langkah pencegahan terhadap terjadinya kredit macet,

Mmenurut pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diatur bahwa:

1. Dalam memberikan kreditpembiayaan berdasarkan prinsip syariah,

bank waijib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam

atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur

untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud

sesual dengan yang diperjanjikan.
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2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan
vang ditetapkan oleh Bank Indanesia.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit
maka bank harus melakukan penilaian yang seksama atas character
(watak), capacity (kemampuan). capital (modal), collateral (jaminan), dan
condition of economic (kondisi ekonomi) dari nasabah debitur,

Sesuai dengan arti kredit macet, dapat digambarkan bahwa
nasabah sudah sulit diharapkan untuk dapat memenuhi kewajibannya
dengan sukarela sebagaimana yang diperjanjikan. Di lain pihak bank
tidak mempunyai upaya untuk dapat memaksa langsung kepada nasabah
guna melunasi utangnya. Jika sampai terjadi tindakan pemaksaan seperti
mengambil harta benda nasabah dan menjualnya, maka tindakan tersebut
merupakan perbuatan melanggar hukum, dan dapat dipidana karena
termasuk kejahatan.

Nasabah debitur dapat berupa perseorangan dan dapat pula
berupa perusahaan atau badan hukum. Dalam rangka pengembangan,
suatu perusahaan mungkin atau pasti mempunyai hutang. Bagi suatu
perusahaan, hutang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk, asal
perusahaan ini masih dapat membayar kembali, Perusahaan yang begini
biasanya disebut perusahaan yang solvabel artinya perusahaan yang
mampu membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya jika suatu perusahaan
yang sudah tidak mampu membayar hutangnya lagi disebut insolvabel,
artinya tidak mampu membayar. Suatu perusahaan yang garis hidupnya
terus menurun, ada kemungkinan perusahaan itu sampai pada suatu
‘keadaan berhenti membayar’, yakni suatu keadaan di mana pengusaha
tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya.

Sedangkan dalam Peraturan Kepailitan hanya mensyaratkan
bahwa "sesecrarig telah berhenti membayar hutang-hutangnya’, tanpa

menyebutkan sebab-sebabnya, sehingga ada kemungkinan bahwa

e




keadaan berhenti membayar itu disebabkan oleh karena debitur memang
tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya ( Victor, 1994:2).

Setiap debitur baik badan hukum atau perorangan dapat dipailitkan
asalkan memenuhi syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan
tentang kepailitan. Sementara prosedur permchonan kepailitan tersebut
diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Kepailitan yang sangat
berbeda dengan prosedur perkara biasa, Akan tetapi pada prinsipnya
prosedur hukum acara perdata biasa (HIR atau RBG) tetap berlaku untuk
perkara permohonan sepanjang tidak diatur secara. khusus dalam
Undang-Undang Kepailitan.

Berdasarkan uraian di atas maka menimbulkan minat bagi penulis
untuk mengetahui, mempelajari dan membahas mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan pertanggung jawaban sebuah badan hukum, khususnya
perseroan terbatas yang telah jatuh pailit dalam hal penyelesaian kredit
macet atau pembayaran hutang-hutangnya. Untuk itulah penulis memilin
permasalahan dengan judul :

“TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN PERSEROAN TERBATAS
SELAKU BADAN HUKUM YANG JATUH PAILIT DALAM
PENYELESAIAN KREDIT MACET”

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 024.K/N/1999)

1.2 Rumusan Masalah
Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pembahasan skripsi ini
maka perlu diberikan batasan permasalahan yang hendak dikaji supaya
terhindar dari penyimpangan sistematika penulisan. Untuk itu penulis
membatasi dengan masalah-masalah yang dirumuskan sebagai berikut
1. Bagaimanakah prosedur permohonan kepailitan terhadap debitur yang
tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya ?

2. Bagaimana akibat hukum putusan kepailitan terhadap pemberesan
harta kekayaan debitur ?
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3. Bagaimanakah tanggung jawab perseroan terbatas selaku badan
hukum yang jatuh pailit dalam hal pembayaran kredit ?

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini meliputi
tujuan secara umum dan tujuan secara khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar
sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Memberikan sumbangan pemikiran yang ilmiah di bidang ilmu hukum
yang bermanfaat bagi almamater mahasiswa fakultas hukum dan
masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi in|
adalah :

1. Mengkaji dan menganalisa prosedur permohonan kepailitan atas
debitur yang tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya:

2. Mengkaji dan menganalisa akibat hukum putusan kepailitan terhadap
pemberesan harta kekayaan debitur:

3. Mengkaji dan menganalisa tanggung jawab badan hukum yang jatuh
pailit dalam hal pembayaran kredit,

1.4 Metodologi

Metodologi ilmiah merupakan faktor terpenting dalam penulisan
suatu karya ilmiah, karena metodologl merupakan cara-cara  untuk
menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta untuk
menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah. Selain itu metodologi juga merupakan pedoman cara

memahami, menganalisa dan mempelajari lingkungan yang dihadapi
{ Waluyo, 1991:31).




1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
lalah pendekatan masalah yuridis normatif yang merupakan pendekatan
masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji berbagai
perundang-undangan, peraturan-peraturan yang berlaku dan
berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan
pembahasan dalam permasalahan.
1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data
tertulis, yang meliputi undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku
dan literatur-literatur yang dijadikan landasan teoritis vang berkaitan
dengan materi dan permasalahan skripsi ini,
1.4.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi
Ini sebagai suatu bentuk karya ilmiah menggunakan teknik atau cara
pengumpulan data melalui studi literatur atau penelitian kepustakaan,
yaitu usaha mempelajari serta menganalisis tulisan-tulisan ilmiah dan
mengembangkannya serta pendapat para sarjana atau ahii dalam bidang
iimu  hukum dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan,
membandingkan dan menguiji suatu kebenaran secara teoritis dan ilmiah.
Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk
pengembangan jawaban dalam pokok-pokok permasalahan dari penulisan
skripsi ini.
1.4.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi inj
adalah metode deskriptif-kualitatif yaity;, suatu metode untuk memperaleh
gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan
atas bilangan statistik, tetapi didasarkan atas analisis yang diuji dengan
norma-norma dan kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan
masalah yang dibahas. (Soemitro, 1988 130).




BAB I
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta
Sebagai gambaran fakta atas putusan Mahkamah Agung Nomor :

024. K/N/1999 secara riil terurai sebagai berikut -

1. PT, Sempati Air, berkedudukan di Terminal Building Lantai 2 Bandara
Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya Yan Apul,SH.dkk., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan H.
Agus Salim No. 57 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
14 Juli 1999, sebagai Pemohon Pailit/Debitur:

2. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai pemegang
hak piutang PT. Bank Bumi Daya dan PT. Bank Central Asia,
berkedudukan di Wisma Danamon Lt.24 dan 30 Jalan Jenderal
Sudirman Kav. 45-46 Jakarta dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H.
Teguh Samudra, SH., MH, dan Taufik Hais, SH. Advokat/Pengacara
berkantor di jalan Kramat Raya No.5, Perkantoran Maya Indah F-12,
Senen Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing- t
masing tanggal 3 Juli 1999 dan tanggal 7 Juli 1999, sebagai Pemahon
Kasasi/ Kreditur. R

Tentang duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

a. bahwa Pemohon adalah suatu perusahaan berbentuk Perseroan
Terbatas yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 28, tanggal
16 Desember 1968 dengan Tanda Pendaftaran Perusahaan Nomor
09051706549, tanggal 8 Mei 1998 dan bergerak dalam jasa
pengangkutan udara;

b. bahwa sejak terjadi krisis moneter pada bulan Juni 1997,
mengakibatkan ongkos operasi dan ongkos pemeliharaan menjadi naik
2 sampai 5 kali lipat sehingga modal dan cadangan habis terkuras
apalagi karena jumlah penumpang merosot:




C.

bahwa mulai bulan Juni 1998, Pemohon tidak mampu lagi melanjutkan
usahanya, akibatnya Pemohon mengalami kesulitan keuangan untuk
membayar utang kepada Kreditur dan juga terpaksa melakukan PHK
atas 2358 karyawan sehingga tanggal 1 Juli 1998 hanya tinggal 35
orang saja;

bahwa Pemohon sudah mencari dana dengan mitra baru, tapi tidak
berhasil;

bahwa kekayaan Pemohon tidak cukup untuk melunasi utang-utang
Pemohon dén tidak ada lagi upaya yang dapat’ menyelamatkan
perusahaan;

bahwa Pemohon terus-menerus mendapat desakan dari sebagian
besar kreditur Pemohon untuk melunasi utang-utang Pemohon dengan
berbagai tekanan dan ancaman lainnya,

Berdasarkan hal-hal tersebut dij atas, maka pemohon memohon

kepada Pengadilan Niaga berkenan untuk memutus sebagai berikut :

il
2.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Menyatakan Pemohon berada dalam keadaan berhenti membayar
utang dan karenanya dinyatakan pailit dengan segala akibat
hukumnya;
Menunjuk Saudara Munir Fuady, SH., MH., LLM. dari Kantor Hukum
Fuady, Tommy, Aji Wijaya. berkantor di Wisma Bumi Putera Lantai 7,
Suite 701 Jalan Jenderal Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan sebagai
Kurator, dan menunjuk Hakim Pengawas untuk melaksanakan
tugasnya sesuai Undang-Undang No. 4 tahun 1998,

Akhirnya Pengadilan Niaga memberikan putusan tanggal 5 Juli

1988 No. 37/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt Pst. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

Ib"r* =
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Mengadili :

1.
2.

o

Mengabulkan permohonan Pemohon uniuk seluruhnya;

Menyatakan Pemohon : PT. Sempati Air, berkantor di Terminal
Building Lantai 2, Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur,
dalam keadaan Pailit;

Mengangkat Saudara Syamsudin Manan Sinaga, SH., MH. Hakim
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negsri Jakarta Pusat sebagai
Hakim Pengawas:

Mengangkat Saudara Munir Fuady, SH., MH , LLM. dari Kantor Hukum
Fuady, Tommy, Aji Wijaya, berkantor di Wisma Bumi Putera Lantai 7.
Suite 701 Jalan Jenderal Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan sebagai
Kurator,

Menetapkan tentang biaya dan jasa Kuralor: akan ditetapkan
kemudian,

Menetapkan biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta
rupiah) dibebankan kepada Pemohon.

Kemudian Kreditur menolak putusan Pengadilan Miaga tersebut di

atas, dan mengajukan permohonan kasas dengan mengemukakan

beberapa keberatan kasasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

d.

bahwa kreditur (BPPN) telah menerima pengalihan aktiva macet
(piutang macet) dari Bank Bumi daya (Persero) dan Bank Central Asia
berdasarkan perjanjian Pengalihan Hak Alas Piutang tertanggal 31
Maret 1999 dan 27 April 1999, oleh karena itu menurut hukum BPPN
berwenang mengajukan permohonan kasasi:

Pemohon mengajukan permohonan pailit tanpa RUPS yang sah
karena dalam Notulen Rapat Umum Pemecang Saham Luar Biasa PT.
Sempati Air tanggal 5 Mei 1999 halaman 3 pada Acara Rapat Tertulis
1. Laporan Direksi Perseroan tentang keadaan perseroan selama

tidak beroperasi.

2. Keputusan Rapat.

e
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e. Akan tetapi ternyata dalam notulen rapat tersebut tidak ada

dibicarakan acara Laporan Direksi Perseroan tentang keadaan
perseroan selama tidak beroperasi, melainkan langsung kepada
Keputusan Rapat. Oleh karena itu RUPS tersebut tidak sah dan
bertentangan dengan undang-undang serta melanggar hukum:

Surat kuasa khusus yang diberikan kepada Yan Apul SH.dkk. .

didasarkan pada RUPS vang tidak sah dan bertentangan dengan
hukum serta melanggar hukum maka permohonan kepailitan yang
dibuat berdasarkan surat kuasa yang tidak sah tersebut menjadi tidak
sah dan tidak berdasarkan hukum:

. Penyelesaian wanprestasi atas perjanjian sewa dengan hak opsi untuk
membeli adalah bukan termasuk obyek peradilan niaga, namun
merupakan wewenang Peradilan Umum (Negen) karena Surat
Perjanjian Sewa dengan hak opsi untuk membeli adalah tidak dapat
diartikan sebagai persetujuan utang atau yang menimbulkan utang;

. Pemohon Pailit tidak dalam keadaan berhenti membayar dan juga
tidak pernah menyatakan dirinya tidak mampu memmbayar dan
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 dalam pasal 212 memberikan
jalan kepada Debitur yang tidak dapat/atau memperkirakan tidak akan
dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu
dan dapat ditagih untuk lebih dahulu mengajukan permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada
umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi
tawaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren;
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah menafsirkan ketentuan
pasal 212 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 yaitu sarana PKPU
tersebut disediakan untuk digunakan bukan untuk diabaikan. karena
hakikat dalam upaya PKPU adalah adanya rencana perdamaian yang
meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada
kreditur konkuren:
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. Pemohon Pailit belum dalam keadaan berhenti membayar dan tidak
ada hasil audit akuntan publik yang menyatakan harta kekayaan
Pemohon Pailit PT.Sempati Ajr jumlahnya lebih kecil darj hutangnya.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a8 quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima
dan Mahkamah Agung memberikan putusan pada tanggal 25 Agustus

1998 dengan putusan Nomor 024.K/Nf1999 vang amar putusannya

adalah sebagai berikut -

Mengadili :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang diwakili oleh kuasanya
H. Teguh Samudera, SH.MH.. Taufik Hais SH. Advokat/Pengacara
tersebut;

2. Menghukum Pemochon Pailit/Debitur untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah}.

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam membahas skripsi ini
adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Pasal 1131

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yvang tak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di

kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan
perseorangan.

Pasal 1132

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sams bagi semua orang
yang mengutangkan kepadanya: pendapatan penjualan itu dibagi-bagi
menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-
masing, kecuali apabila di antara Para berpiutang itu ada alasan-alasan
yang sah untuk didahulukan




Pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang |ain atau lebih,

Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat sutu perikatan

3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang halal.

Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya,

Pasal 1339

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut
sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-
undang.

Pasal 1754

Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perpbuatan dengan mana
pihak yang satu memberikan padaa pihak yang lain suatu jumlah
tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan
syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembaalikan
sejumlah uang yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentarig Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun
1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi
Undang-Undang.

. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan,

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 30/16/KEP/DIR Tanggal 27
Februari 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif




2.3 Landasan Teori

Dalam penyusunan skripsi ini landasan teori yang penulis gunakan
dalam membahas permasalahan adalah sebagai berikut :
2.3.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dalam Bahasa Belanda disebut Naamlose
Vennotschap, disingkat dengan NV. Sebutan “Naam loos” dalam ari
tanpa nama ini disebabkan karena NV itu tidak menggunakan nama
seperti pada Firma, dan pada umumnya juga tidak mempergunakan salah
satlu nama dari anggota perseroannya. Jadi tidak berarti NV itu tidak
mempunyai nama. Bahkan suatu NV selalu diharuskan memakai suatu
nama, agar orang-orang pihak ketiga mengetahui dengan siapa mereka
berhadapan (Yani dan Widjaja, 1999:10)

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Perseroan Terbatas
yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan
berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar
seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Seperti disebutkan dalam rumusan di atas, perseroan adalah
badan hukum, yang berarti perseroan merupékan subyek hukum di mana
perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban
seperti halnya manusia pada umumnya, Oleh karena ity sebagai badan
hukum, perseroan terbatas mempunyai kekayaan tersendiri, yang terpisah
dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat
jJangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi vang harus dilihat
adalah perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah
perseroannya. Dalam hal ini tanggung jawab perseroan terbatas diwakili
oleh Direksinya (pasal 1 angka 4 UUPT),

Kemudian disebutkan pula perseroan didirikan berdasarkan
perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-
orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk
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perseroan terbatas. Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka

tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat yang ditetapkan pasal 1320

KUHPerdata dan asas-asas perjanjian lainnya.

Mengenai modal dasar perseroan yang disebutkan terbagi dalam
saham. bahwa dari kata "terbagi” dapat diketahui modal perseroan tidak
satu atau dengan kata lain tidak berasal dari satu orang, melainkan
modainya dipecah menjadi beberapa atau sejumlah saham. Dengan
demikian dalam suatu perseroan pasti terdapat sejumlah pemegang
saham. Para pemegang sahaam pada prinsipnya hanya bertanggung
jawab sebesar nilai saham yang dimasukkan dalam modal perseroan
(Supramono, 1996:2-3).

UUPT 1995 secara tegas telah memberikan kepastian hukum pada
masyarakat mengenai tahapan dan aturan main yang harus dilalui dalam
mendirikan perseroan. Tata cara pendirian perseroan berdasarkan UUPT
1995, meliputi tahap pembuatan akta pendirian, pengesahan akta
pendirian, pendaftaran dan pengumuman.

Menurut UUPT 1895, untuk mendirikan sebuah persergan terbatas
wayib dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagai berikut :

1. Akta Pendinan
Dalam pasal 7 ayat (1) UUPT 1995 disebutkan bahwa perseroan
didirikan oleh 2 (dua) orang/lebih dengan kata notaris yang dibuat
dalam Bahasa Indonesia. Dari rumusan tersebut dapat dikemukakan
lebih lanjut bahwa:

a. Pendirian suatu perseroan terbatas pada dasarnya adalah suatu
hubungan kontraktuil antara dua orang/badan hukum atau lebih.
Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-
undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan
dibentuk berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu mempunyai lebih dari

satu pemegang orang pemegang saham.
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b. Pendirian suatu perseroan haruslah dengan akta notaris/otentik yang

dengan kata lain tiada berdiri suatu perseroan tanpa dengan akta

notaris,

Menurut pasal 8 ayat (1) UUPT 1985, suatu akta pendirian memuat

anggaran dasar dan keterangan lain sekurang-kurangnya

a.

nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan
kewarganegaraan pendiri:

nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan
kewarganegaraan direksi dan komisaris yang pertama kall
diangkat;

nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham,
rincian jumlah saham dan nilai nominal (nilai yang diperjanjikan)
dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat

pendirian,

Selain sebagai akta pendirian suatu perseroan terbatas, akta

perseroan memuat sekurang-kurangnya :

a.
b.

nama dan tempat kedudukan perseroan:;

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha persroan yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

jangka waktu berdirinya perseroan:

besarnya jumlah modal dasar, jumlah nilai nominal saham paling
sedikit Rp. 20 juta, modal yang ditempatkan yaitu jumlah uang yang
disanggupi akan dimasukkan pada saat pendirian perseroan, paling
sedikit 25 % dari modal dasar, dan modal yang disetor yaitu uang
yang telah dimasukkan dalam perseroan:

susunan, jumlah dan nama anggota direksi dan komisaris:
penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS:

tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota
direksi dan knmisarisi

tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden:

ketentuan-ketentuan lain dalam undang-undang ini,




2. Pengesahan
Menurut pasal 7 ayat (6) UUPT 1995 , agar perseroan mendapat
status badan hukum, akta pendiriannya harus disahkan oleh Menteri
Kehakiman. Untuk memperoleh pengesahan dimaksud, para pendiri
bersama-sama atas kuasanya mengajukan permohonan tertulis
dengan melampirkan akta pendirian perseroan. Kuasa di sini
sebagaimana lazimnya adalah Notaris. Oleh Menteri Kehakiman
tersebut, diberikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari
setelah permohonan pengesahan diajukan kepada Menteri
Kehakiman. Kemungkinan untuk ditolak tetap ada, di mana penolakan
tersebut akan diberitahukan alasan-alasannya. Pemberitahuan
tersebut, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak
permohonan diajukan, harus diterima (pasal 9 UUPT 1985),
Keharusan minta pengesahan kepada Menteri Kehakiman itu
merupakan suatu sistem pengawasan preventif. Sedangkan maksud
dari pengawasan preventif tersebut adalah agar pemerintah dapat
mencegah berdirinya suatu perseroan terbatas yang tujuannya
melanggar hukum. bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban
umum dan hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menteri V
Kehakiman dalam menerima permohonan pengesahan ini dapat - g
1. Memberi pengesahan.
2. Menolak pengesahan.
3. Memberi pengesahan bersyarat yakni apabila dipandang perlu dan

ada alasannya (Rahman, 1995:34).

3. Pendaftaran dan Pengumuman

Pada pasal 21 ayat (1), disebutkan bahwa direksi perseroan wajib

mendaftarkan dalam daftar perusahaan -

a. akta pendirian serta syarat pengesahan Menteri Kehakiman:

b. akta perubahan anggaran dasar serta laporan kepada Menteri
Kehakiman.
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2.3.2 Pengertian Badan Hukum

Badan hukum yang dalam bahasa Belanda disebut “Rechtpersoon”
berarti orang (person). yang diciptakan oleh recht (hukum). Sehingga
badan hukum ini dapat memiliki hak-hak dan kewajiban serta melakukan
perbuatan hukum seperti manusia, bahkan juga dapat memiliki kekayaan
tersendiri.

Namun demikian yang bertindak ke luar atas nama badan hukum
tersebut adalah pengurusnya, atau dengan kata lain pengurusannya
tersebut hanyalah merupakan alat daripada badan hukum untuk
melakukan perbuatan hukum. Mengenai kekuasaan pengurusnya untuk
bertindak ke luar (melakukan perbuatan hukum) dapat dilihat dari
anggaran dasarnya/akta pendinan badan hukum tersebut.

Dalam rangka memberi kejelasan mengenai defenisi dan
pengertian badan hukum maka ada beberapa pendapat dari para sarjana,
antara lain :

1. Menurut Utrecht (dalam Ali, 1991:18-19), badan hukum yaitu badan
yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak,
selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung
hak yang tidak berjiwa, atau yang lebih tepat yang bukan manusia.
Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala
yang riil, merupakan fakta benar-benar dalam pergaulan hukum,
biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi kayu
dan sebagainya. Yang penting bagi pergaulan hukum adalah hal
badan hukum itu mempunyai kekayaan (vermogen) yang sama sekali
terpisah dari hak kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian,
terutama dalam lapangan perdata, gejala ini sangat penting.

2. Menurut Subekti (dalam Ali, 1991:19), badan hukum pada pokoknya
adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak
dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memilikj kekayaan

sendiri, dapat menggugat atau digugat di depan hakim.




Menurut  Situmorang dan Sukarso (1994:3), badan hukum adalah
buatan manusia. Adapun yang mendorong terbentuknya suatu
pengertian badan hukum adalah manusia di dalam hubungan-
hubungan hukum privat, tidak hanya dengan sesamanya saja, tetapi
juga terhadap persekutuan, Jadi apabila beberapa crang mengadakan
kerjasama dan atas ini merupakan kesatuan. maka kesatuan ini
merupakan badan hukum setelah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan oleh hukum.

Menurut Mertokusumo (1988:53), badan hukum adalah organisasi atau
kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat
menyandang hak dan kewajiban,

Menurut Dirdjosisworo (1991:126), badan hukum adalah perkumpulan
atau organisasi yang didirikan dan dapét bertindak seperti subyek
hukum, misainya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian
dan sebagainya.

Ada beberapa macam syarat sgar suatu badan usaha dapat

dikatakan badan hukum, syarat mana yang telah dipenuhi oleh badan

usaha ini yakni salah satunya adalah telah dipenuhinya syarat yang
diminta oleh perundang-undangan. Seperti yang dikemukakan oleh Rido
(1986:14), bahwa berdasarkan doktrin unsur-unsur yang merupakan

Kriteria untuk menentukan adanya suatu badan hukum adalah -

1.

Harta kekayaan yang terpisah

Untuk mengejar tujuan badan hukum dengan sengaja disediakan harta
kekayaan yang akan menjadi obyek tuntutan tersendiri oleh pihak
ketiga dalam hubungan dengan badan hukum. Harta kekayaan
tersebut dipisahkan dari kekuasaan pribadi para anggotanya.

Perbuatan pribadi anggota tidak mengikat harta kekayaan badan
hukum.

Mempunyai tujuan tertentu
Tujuan tertentu itu dapat berupa tujuan idill maupun materiil, yang

terlepas dari keperttingan para anggota-anggotanya. Usaha untuk
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mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan
perantara organnya.
3. Mempunyai kepentingan sendiri
Dalam mengejar tujuannya badan hukum mempunyai kepentingan
sendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan tersebut merupakan
hak-hak subyektif sebagai akibat daripada peristiwa-peristiwa hukum.
4. Adanya organisasi yang teratur
Badan hukum’ sebagai subyek hukum merupakan kekuasaan yang
dengan organnya melakukan perbuatan hukum. Tata cara bagaimana
badan hukum yang terdiri dari manusia itu bertindak dipilih dan diganti

serta sebagainya aiatur oleh anggaran dan peraturan-peraturan
lainnya.

2.3.3 Pengertian Kepailitan

Secara Itimologi, istilah kepailitan berasal dari kata paifit.
Selanjutnya istilah 'pailt" berasal dari kata Belanda failliet yang
mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat.
Istilah failliet sendiri berasal dari Perancis yaitu Faillite yang berarti
pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok
atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut Le faile. Kata
kerja faillir berarti artinya adalah gagal. Sedangkan dalam bahasa inggris
dikenal dengan kata to fail dengan arti yang sama . dan dalam bahasa
Latin disebut faillure (Situmorang, 1994:18),

Namun pada umumnya orang sering mengatakan bahwa yang
dimaksud dengan pailit atau bankrut adalah suatu sitaan umum atas
seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para

kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara
para kreditur.




Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan
menyatakan :

(1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar
sedikitnya satu utang yang telah jatuh wakiu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit (bukan’dapat dinyatakan pailit'y oleh putusan
pengadilan yang berwenang (dalam hal ini Pengadilan Niaga),
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya
sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya,;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat juga
diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum;

(3) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank permchaonan
pernyataan pailitnya dapat diajukan kepada Bank Indonesia;

{4) Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek,
permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan
Pengawas Pasar Modal.

Dari ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998
tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa syarat-syarat

yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagi
berikut :

a) adanya hutang;

b) minimal satu dari hutang sudah jatuh tempo;

c) minimal satu dari hutang dapat ditagih;

d) adanya debitur;

e) adanya kreditur;

f) debitur lebih dari satu:

g) pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yvang disebut
‘Pengadilan Niaga".

h) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berhutang
yaitu :
1. pihak debitur.
2. satu atau lebih kreditur.




3. Jaksa untuk kepentingan umum.
4. Bank Indonesia jika debiturnya bank.
5. Bapepam jika debiturnya perusahaan efek
i) dan syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam undang-
undang kepailitan.

Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan
‘dapat menyatakan pailit', sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak
diberikan ruang untuk memberikan “judgement’ yang luas seperti pada
kasus-kasus lainnya, sungguhpun limited defence masih diberikan,
mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir (vide
pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan).

Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan, Stb.1906 No. 348 yang mulai
beriaku tanggal 1 November 1906 dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang menyatakan bahwa “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan si
berutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh
selama kepailitan”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diartikan bahwa kepailitan
sebenarnya adalah pertanggungjawaban debitur kepada kreditur. Dengan
kata lain, kepailitan merupakan resiko dari debitur dan oleh karenanya
undang-undang memandang perlu mengadakan penyitaan menyeluruh
atas segala harta guna kepentingan seluruh kreditur, dengan pengawasan
yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan Peraturan Kepailitan ini, penyelesaian urusan-urusan
yang berkaitan dengan hal hutang piutang dilakukan dengan cars
keseimbangan, artinya sesuai dengan jumlah piutang yang dimiliki. Tanpa
asas keseimbangan akan terjadi kreditur yang menagih terdahululah yang
mendapat pelunasan penuh sedangkan kreditur yang lain tidak, sebab
harta benda debitur sudah habis. Untuk mencegah hal yang demikian,
Peraturan Kepailitan berusaha menciptakan tata yang adil dengan

memenuhi beberapa syarat kepailitan, yaitu -




1. Adanya keadaan berhenti membayar oleh seorang debitur;

2. Terdapat sejumlah kreditur, yang salah seorang dari kreditur tersebut
piutangnya sudah dapat ditagih;

3. Harus melalui putusan Hakim Pengadilan Negeri (Situmorang dkk,
19584:10)

Seseorang yang berpiutang yang ternyata sudah tidak mampu
membayar hutang-hutangnya, dapat atas permintaannya sendiri atau atas
permintaan seseorang atau beberapa orang yang berpiutang, dengan
putusan Pengadilan Negeri di tempat kediamannya ‘dinyatakan pailit.
Permohonan tersebut biasanya dilakukan oleh hakim apabila ternyata
bahwa paling sedikit ada dua hutang yang tidak dibayar.

Pada hakikatnya putusan pailit bertujuan untuk mendapatkan suatu
‘penyitaan umum” atas kejadian si berpiutang, yaitu segala harta benda
dari si berpiutang disita atau dibekukan untuk kepentingan semua orang
yang mengutangkan. Dengan perkataan lain Paillissment itu adalah suatu
usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang
berpiutang secara adil.

2.3.4 Pengertian Perjanjian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi “credere” yang berart]
percaya. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah adanya kepercayaan.
Pihak yang memberikan kradit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit
(debitur) pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala
sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktu, prestasi,
maupun kotra prestasi. Apabila dihubungkan dengan bank, maka
terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan
sejumlah uang kepada nasabah (debitur), karena Debitur dapat dipercaya
kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu
yang ditentukan. Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh bank, karena
dana yang ada di bank sebagian besar milik pihak ke tiga, untuk itu

diperlukan kebijaksanaan dari bank dalam penggunaan dana tersebut
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termasuk di dalamnya untuk menentukan pemberian kredit (Djumhana,
1993:217).

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 angka
11 dirumuskan bahwa kredit adalah

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan
itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam
antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga *

Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank
sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini
bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap nasabahnya dalam jangka
waktu yang disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas. Tenggang
waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi merupakan
suatu hal yang abstrak, yang sukar diraba, karena masa antara pemberian
dan penerimaan tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan maupun
berjalan dalam beberapa tahun (Tje' Aman, 1985:10).

Mohammad Abdul Hay (1984.44) menyatakan | pengertian
perjanjian kredit mendekati pengertian pinjam mengganti, sehingga, dalam
perjanjian sengketa kredit tersebut dapat menggunakan dasar hukum
perjanjian pinjam meminjam menurut KUH Perdata Perjanjian kredit
dilinat dari sifatnya adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang.
Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil dari permufakatan antara
pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum
antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil artinya perjanjian inj
terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Hal ini
sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan sahnya
suatu persetujuan memenuhi 4 persyaratan, yaitu :

a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. kecakapan untuk membuat sutu perikatan:
C. suatu hal tertentu: '
d

. suatu sebab yang halal.

L |




Setelah diadakan perjanjian pendahuluan yang diikuti dengan
penyerahan uangnya yang bersifat riil artinya pada saat penyerahan uang
dilakukan barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model
perjanjian kredit pada kedua belah pihak, maka akan dilanjutkan dengan
perjanjian tambahan berupa pembebanan agunan. Sehubungan dengan
sifat konsensuil yang ada dalam perjanjian kredit, KUH Perdata dalam
pasal 1321 menentukan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat
ltu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau
penipuan. Pasal tersebut menunjukkan bahwa sepakat yang diberikan
oleh para pihak di dalam suatu perjanjian harus sudah diberikan secara
bebas. Dalam arti, sepakat tersebut diberikan dengan sadar dan tanpa
adanya tekanan-tekanan dari pihak luar.

Mengenai sifat perjanjian kredit, Asser K. mengemukakan bahwa :

Perjanjlan pinjam uang selalu didahului oleh perjanjian

pendahuluan, misalnya perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah

perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam uang. Jadi perjanjian
kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan dua perjanjian yang

masing-masing bersifat konsensuil dan riil (Badrulzaman, 1991:31-

32)

Di dalam praktek perbankan, setiap- bank telah menyediakan
formulir atau blanko perjanjian kredit yang isinya telah dipersiapkan
terlebih dahulu. Formulir disodorkan kepada setiap pemohon kredit, yang
Isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca oleh pemaohon,
pihak kreditur hanya meminta pendapat calon Debitur apakah dapat
menerima syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Sedangkan
hal-hal yang masih kosong dalam formulir seperti jumlah pinjaman,
besarnya bunga, tujuan pemakaian kredit dan jangka waktu kredit adalah
hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelum ada persetujuan ke dua belah
pihak.

Isi perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu bentuk
tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit di dalam praktek

perbankan tumbuh sebagai perjanjian standart. Perjanjian standart ini




[
n

menurut penulis mengandung kelemahan karena di dalamnya tidak
terkandung kesepakatan dari kedua belah pihak, melainkan sepihak,
Sedangkan pihak pemohon memberikan kesepakatannya hanyalah fiktif
belaka.

Bentuk perjanjian kredit (standart) tersebut ternyata tumbuh karena
keadaan menghendakinya dan harus diterima sebagai kenyataan dan
calon debitur pada umumnya tidak berbuat lain selain menyetujuinya.
Sebab apabila tidak menyetujui berarti permohonan kreditnya gagal.
Apabila pihak pemohon kredit sudah menyetujui, maka berdasarkan pasal
1338 KUH Perdata, persetujuan yang telah disetujui yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.

Mengenai kelemahan perjanjian standart ini juga dicermati oleh
beberapa ahli antara lain :

a. Prof. Subekti, mengemukakan bahwa

Pelanggaran terhadap asas konsensualitas yang terdapat dalam
hukum perjanjian akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan

Juga tidak mengikat sebagai undang-undang ((Badrulzaman
1981:37).

b. Pitlo, mengemukakan bahwa -

Perjanjian standart ini adalah suatu kontrak paksa karena
kebebasan pihak-pihak sudah dilanggar. Pihak yang lemah atau
debitur terpaksa menerima hal ini sebab mereka tidak mampu
berbuat lain (Badrulzaman, 1991 :37)

Menurut Badrulzaman (1994:147) bahwa perjanjian baku memiliki
karakter sebagai berikut :

1. Ditentukan sepihak.

2. Berbentuk formulir.

3. Mengandung syarat eksonerasi, yaitu bahwa syarat dari pihak kreditur
untuk mengelakkan dirinya dalam tanggng jawab yang seharusnya
menjadi kewajibannya.

4. Disodorkan kepada konsumen “Take It or Leave It Contact”.




Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya
perjanjian standart bertentangan dengan asas konsensualitas yang
terdapat dalam hukum perjanjian dimana telah diatur dalam pasal 1320
dan 1338 KUH Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkreditan
yang ada saat ini masih mengandung kerancuan dan tidak terikat pada
sistem. Figur perjanjian perkreditan tidak diatur dalam aturan yang
memadukan seluruh figur dalam satu kesatuan. Oleh karena itu tidak
terdapat suatu kepastian hukum yang sifatnya mampu melindungi pihak
kreditur dan debitur. Untuk ity perlu diterbitkan suatu pengaturan
perkreditan yang jelas dalam undang-undang, sebagai upaya untuk
mengatasi kredit macet serta dalam pembuatan perjanjian baku/ standard

contract perlu pengawasan dari pemerintah.

2.3.5 Pengertian Kredit Macet

Kredit macet merupakan penyebab kesulitan bank terutama yang
menyangkut tingkat kesehatan bank oleh karena itu bank wajib
menghindarkan diri dari kredit macet bermasalah. Timbulnya kredit macet
dapat diketahui apabila monitoring atas kredit tersebut dapat dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya, dalam hal demikian maka pejabat kredit bank
harus segera menyadari penurunan kualitas kredit yang ditanganinya dan
segera melakukan tindakan-tindakan penanganannya.

Pada kegiatan pemberian kredit terdapat dua pihak yang
berkepentingan langsung, yaitu pemberi kredit terdapat dua pihak yang
berkepentingan langsung, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima
kredit (debitur). Apabila terjadi pemberian kredit berarti kreditur
memberikan prestasi kepada debitur yang berjanji akan mengembalikan
kredit tersebut pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Namun
pada kenyataannya nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank
tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik tepat pada waktu
yang diperjanjikan Selalu ada sebagian debitur yang karena suatu sebab
tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya.




Akibatnya nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, sehingga
menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet.
Kredit macet adalah suatu keadaan di mana seorang nasabah tidak
mampu membayar |lunas kredit bank tepat pada waktunya.. Keadaan yang
demikian dalam hukum perdata Indonesia disebut wanprestasi (ingkar
janji}. Berkaitan dengan kredit macet, maka terdapat tiga macam
perbuatan yang tergolong wanprestasi, yaitu
1. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta
bunganya): |

2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya);

3. Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka
waktu yang diperjanjikan berakhir (Supramono, 1987:131-132).

Kredit bermasalah seringkali dipersamakan dengan kredit macet,
padahal keduanya memiliki pengertian yang berbeda . Kredit bermasalah
adalah kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit
yang mempunyai potensi menjadi macet, sedangkan kredit macet adalah
kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat diunasi selama
lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan,
atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau BPULN
atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. Dengan
demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit
nermasalah belum/tidak seluruhnya merupakan kredit macet (Rahman,
1998:120)

Menurut ketentuan Bank Indonesia sesuai Surat Edaran No.
30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 lebih lanjut dijelaskan bahwa
digolongkan sebagai kredit macet apabila memenuhi kriteria sebagai

berikut :

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah
melampaui 270 hari: atau




2) Kerugian operasional ditthup dengan pinjaman baru; atau
3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan
pada nilai wajar

2.3.6 Pengertian Studi Putusan

Studi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “study” yang artinya
belajar sedangkan yang dimaksud putusan dalam pengertian ini adalah
putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
024 K/N/1999.

Menurut Supomo (dalam Retnowulan S. dan Iskandar O,
1995:164) bahwa kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk
menegakkan dan membetulkan hukum jika hukum ditentang oleh putusan-
putusan hakim pada tingkatan tertinggi

Adapun alasan kasasi itu, menurut pasal 30 Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung adalah :

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku:

c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya
putusan yang bersangkutan.

Pada tingkatan kasasi tidak dibenarkan lagi pemeriksaan bukti-bukti
baru (novum) yang belum diperiksa oleh Judex Facti. Ini konsekwensi
Mahkamah Agung sebagai Judex Juridisch.

Sedangkan yang dimaksud dengan studi putusan di sini adalah
penyusun mengambil kasus yang terjadi antara BPPN sebagai salah satu
kreditur dan PT. Sempati Air sebagai debitur yang mengajukan
permohonan perntaan pailit karena tidak mampu membayar utang-
utangnya (kredit macet), untuk kemudian dijadikan fakta melalui putusan
Mahkamah Agung Nomor 024 K/N/199% dan dikaji dan dianalisa sesuai

norma-norma yang berlaku melalui kajian studi literatur.




BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut

1

Suatu perseroan yang mempunyat banyak ulang dan sudah tidak
mampu lagi membayar utang-utangnya pada satu/lebih kreditur dapat
mengajukan permohonan pailit melalui Direksi perseroan dengan
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, maka debitur pailit
lidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan hara
kekayaannya yang lelah dinyatakan pailit Selanjutnya pelaksanaan
pengurusan dan atau pemberesan harta pailit itu diserahkan kepada
Kurator yang diangkat oleh Pengadilan, dengan melakukan pembagian
harta pailit pada setiap kreditur.

Tanggung jawab Perseroan Terbatas selaku badan hukum yang jatuh
pailit dalam hal pembayaran kredit dilanggung oleh perseroan, kecuali
apabila karena kesalahan direksi dan  atau komisaris yang
menyebabkan perseroan pailil dan kekaysan perseroan tidak cukup
untuk menutup kerugian akibal kepailitan tersebut, maka masing-

masing secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.

3.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat disumbangkan sehubungan

dengan penulisan skripsi ini adalah

1.

Suatu perseroan yang mempunyal banyak utang dan sudah tidak
mampu lagi membayar hutang-hutangnya pada satuflebih kreditur.
maka debitur dapat meminta pada kreditur untuk diberi kesempatan
memperbaiki keadaan keuangan perusahaan sampai perusahaan

tersebut dapat kembali dalam keadaan mampu membayar utang-
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utangnya sehingga kedua belah pihak sama-sama fidak saling
dirugikan.

Debitur yang pailit melalui Kuratornya sebaiknya melakukan
pemberesan harta kekayaannya (harta pailit) dengan melakukan
pelunasan/pembagian yang seimbang (prorata) atas harta pailit
kepada seliap kreditur, agar proses perkara dapal selesai dan lidak
berlanjut, sehingga tidak mengakibatkan timbulnya proses perkara
yang lain yang akhirnya memerlukan lebih banyak waktu dan biaya.
Badan hukum atau perusahaan hendaknya membuat peraturan yana
tegas mengenai segala tindakan dan kewenangan Direksi atau
Komisaris atau Permegang Saham, sehingga terhadap tindakannya
yang tidak sesuai atau berlentangan dengan anggaran dasar
persercan (itikad tidak baik) dan menyebabkan pailitnya perseroan
dapat ditindak dengan tegas, karena telah merugikan perusahaan

maupun pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan tersebut.
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